
PERATURAN DAERAH PROPINSI 
DABRAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR 

NOMOR •'•̂O/ TAHUN 1990 
TENTANG 

RETRIBUSI ATAS I2IN PENGELUARAN TBRNAK, HASIL TERNAK, 
HASIL IKUTAN TERNAK, MAKANAN TERNAK DAN PEMANFAATAN. HOLDING 

GROUND 

DENGAN RAHMAT 'PUHAN YANG MAHA ESA 
GUBERNUR SEPALA DAERAH TINGKAÍ.I ÑUS A TENGGARA TIMUR, 

Monimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat 
I Nusa Tenggara Timur Nomor 19 ToJiun 1983 ten­
tong Punguton Uang Atas Pongpluaran Ternak, Ha 

^ s i l Ternak dan H a s i l Ikutan Ternak yang diun -
dangkan dalam Lombaran Daerclv Propinsi Daerah 
Tingkat I Nusa Tenggara Timur Tahun 1985 Nomor 
23A Ser i B, ti d a k sosuai l a g i dengan perkembang 

• an dowaso. i n i , sehingga perlu dicabut ; 
b> bahv/a berhubung dengan itu> malea dipandang per 

l u menetapkcn Poraturan Daerah Propinsi Daerah 
Tingkat I Ilusa Tenggara Timur tontang Retribu-
s i Atas I z i n Pengeluoran Ternak,'Hasil Ternak, 
H a s i l Ikutan Ternak fMakananTernak don Pemanf& 
atan Holding Ground. 

Mengingat i 1. Undang^undang Honor 5 Tahun 1974 tentong Po-
. kok-.pokok Pemerintohon d i Daerah ( Lembaron -
™ Negara Ropublik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, 

Tambahan Lombaran Hegara Nomor 3037 ) ; 
2* Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentong Pem 

.. ..• ' . ••' •' . bentukon Daerah-daerah Tingkat I B a l i , • Nusn 
Tenggara Borot dan Ilusa Tenggara Timur ( Lem-

. baran Negara Ropublik Indonesia Tahun 19 58 Np_ 
mor 115, Tambahan Lembaron Negara Nomor 1649); 

3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pcm 
bontukan Daorah-daerah Tingkat I I dalam V,¿la-
yah Daerah-daerah Tingkat I B a l i , Nusa Tengga 
ra Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lombaran -
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655 ) ; 

• - . . • % , , . 

4. Undan^undanS 



4. Undang-undang Nomor 12 Drt, Tahun 1957 t e n - , 
tang Peraturan Umum Retri/busi Daerah (Lemba 
ran Negara Republik Indonesia Tahun 19 57 No 
mor 5 7 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 1288) 

5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967.tentong Po 
kok-pokok Pcternokan clan'Kosohatan H e wan -
( Lombaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara No 
mor 2824 ) ; 

6* Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Ihx 
kum Acara Pidana ( Lombaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lorn 
baran Negara Nomor 3209 ) ; 

7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang P e r a d i l s n 
Tata Usaha Negara ( Lombaran Negara Republik Indo­
n e s i a Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Nega­
ra Nomor 3344.) ; 

8. Peraturan Pemerintoh Republik Indonesia No­
mor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksonaan Kitab 
Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran-
Negara Republik Indonesia Tahun 1S83 Komor 
36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258 ) ; 

9. Peraturan Pomerintah Republik Indonesia No­
mor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan Pencega 
han, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit 
Hevvan ( Lembaran Negara Republik Indonesia-
TcJiun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Nega 
ra Nompr 3130 ) ; ^ 

10.. Keputusan Mont e r i Kehakiman Republik Indone 
sia Nomor M-24-PW.07.03 t o n f a i 27 -September 
-^984 tentang V.'ovvenang Penyidik Pegowai Nege 
r i S i p i l ; . 

11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I 
Nusa Tenggara Timur Nomor 14 Taliun 1985 ten 
tang Penyidik Pegawai Negeri S i p i l ( Lembar 
an Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa 
Tenggara Timur Tahun 1987 Nomor 87 S.ori D). 
Dengan Persetujuan Dewan Porwokilan Rakyat 

Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara-
Timur. 

JBMUTUSKAN : 



4. Undang-undang Nomor 12 Drt, Tahun 1957 ten-, 
tang Peraturan Umum Rétribuai Daerah (Lemba , 
ran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 No 
mor 5 7 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 1288) 

5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Po 
kok-pokok Pcternokan dan'Kosehatan H e wan -
( Lombaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara No 
mor 2824 ) ; 

6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hu 
kum Acora Pidana ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lorn 
baron Negara Nomor 3209 ) ; 

7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang P e r a d i l s n 
Tato Usaha Negara ( Lombaran Negara Republik Indo­
n e s i a Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Nega­
ra Nomor 3344.) • 

8. Peraturan Pemerintoh Republik Indonesia No­
mor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab 
Undang-undang Hukun Acara Pidana (Lembaran-
Negara Republik Indonesia Tahun 1S83 Komor 
36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258 ) ; 

9. Peraturan Pomerintah Republik Indonesia No­
mor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan Pencega 
han, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit 
Hewan ( Lembaran Negara Republik Indonesia-
Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Nega 
ra Nompr 3130 ) ; \ 

10.. Keputusan Mont e r i Kehakiman Republik Indone 
sia Nomor M-24-PW.07.03 tanguai 27 -September 
-4984 tentang V.'owenang Penyidik Pegawai Nege 
r i S i p i l ; 

11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I 
Nusa Tenggara Timur Nomor 14 Tahun 1985 ten 
tang Penyidik Pegawai Negeri S i p i l ( Lembar 
an Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa 
Tenggara Timur Tahun 1987 Nomor 87 S.ori D). 
Dengan PersetuJuan Dewan Porwokilon Rakyat 

Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara-
Timur. 

J^UTUSKAN : 
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M E M U T U S K A N : 
': PERATURAN DAERAH PROP INS I DAERAH TINGKAT I NU 
SA TENGGARA TIMUR TENTAI'TG RETRI3USI ATAS PENGE 
LUARAN TERNAK, HAS IL TERN AK, HAS IL IKUTAN TER 

. NAK, KAKANAN TERNAK DAN PELIANFAATAN HOLDING ~ 
GROUED. 

j A j I 
XETSNTUAN UMUM 

Pasal 1 
DalamPeraturan Daerah i n i yang dimaksud •-. 

dengan : 
a. Daerah adalali Propinai Daerah Tingkat I 1 % 

sa Tonggara Timur 5 
b. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Ke-

pala Daerah Tingkat, I Nu sa Tengfjara Timur 
0. » Dinas Peternakan adalah Dinas Peternakan -

Propinai Daerah Tingkat I Nusa Tenggara T i 
mur ; 

d. Ternak adalah Hev/an piaraan yang fa k t o r - f a k 
- t o r kehidupannya s e p e r t i tempat berkembang 
biaknya serto, manfoatnya d i a t u r dan diawasi 
oleh manusia ^ e r t a d i p e l i h a r a khusus, sebg 
gai ponghasil bahan-bahan dan ̂ asa-jasa -
yang berguna bagi kepentingan hidup manu •>-

, •sia ; 
e. Ternak besor pdoloh Jeni3 Ternak bertubuh 

besar s e p e r t i sapi, k'erbau, dan kudo ; 
f . Ternak k e c i l 'adalah Janln ternak bertubuh 

k e c i l seperti, kambing, domba, babi don 
k o l i n o i ; 

g. Ternak b i b i t adalah Hewan yang khusus d i ­
peli h a r a untuk»peternakan lanju t a n dengan 
tujuon utoma produksi anak ; 

h. Tornak Potong; adalah Howan yang khusus dipo 
l i h a r a untuk menghasilkan daging ; 

1. Ternak Unggas adalah tornak ayam, itik,angsa 
dan semua j o h i s burung ; 

Ó. H a s i l Ternak adalah produk'utama tornak yang 
sosudah diproses dapat langsung dimokan lang, 
aung oleh manusia, y a i t u daging, gusu dan 
t e l u r } 



k* H a s i l Ikutan Ternak adalah semua produk*sampingan tornai: yang 
setelah diproßes dapat dipakai untuk menunjang kebutuhan manu 
sia yalcni bulu, k u l i t , tulang, tanduk, dar ala dan faeces j 

1. Makanan Ternak adalah .semua bahan yang dapat digunakan seba -
gai pakan ternak baik berupa hijauon makanan ternak, limbah -
pertanian atau bahan olahan berupa pellet/konsentrat ; 

m) Pengolucran adalah kegiatan atau usaha untuk mcmindahkon t e r -
nalc, h a s i l ternak, h a s i l i k u t a n ternak dan makanan tornak mo-
l a l u i darat, l a u t don udara d a r i Propinsi Daerah Tingkat I Nu 
sa Tenggara Timur ke Propinsi l a i n d i Indonesia atau ke lu a r 
Negeri ; 

n# Pemeriksaan adalah kegiatan pengamatcn yang dilakukon atas -
tern-ik, h a s i l ternak, h a s i l i k u t a n tornale dan makanan ternak 
yang akan dikeluarkan d a r i Propinsi Daerah Tingkat I Nusa 
Tenggara Timur terhadap penyakit hewan, keabsahen pemilikan -
dan persyaraton t e k n i s lainnya ; 

o. Penimbangon adalah kegieton yang dilckukan atas temale, h a s i l 
ternak, h a s i l i k u t a n ternak dan makanan temale yang akan dike 
luarkan d a r i Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur un 
tuk mengetohui kepastian beratnya ; -

p. Holding Ground (HG) adalah tempat penompungan sementerà ternak 
sebelum ternak tersobut dimosukon ke stasiun Karantino. 

• . "ß A 3 I I • 
IZIN PENGELUARAN TERNAK, HASH. TERNAK, 

HAS IX IKUTAN TERNAK, MAKANAN TERNAK DAN I2IN 
PEMANFÂ ATAN HOLDING GROUND 

Pasal '2 
(1) I z i n Pengeluaran dan i z i n pemanfaatan Holding Ground dapat -

diberikan seponjang t i d o k mengganggu mutu, k e l e s t a r i a n t e r ­
nak serta memenuhi persyaraton teknis peternakan yang d i t e -
topkon.lebih lanjjut dengan Koputusan Gubernur-Kepala Daerah. 

(2) - Pengeluaran dan pemanfoaten holding ground oleh orang atau 
badan.hukum diwajjibkan memiliki i z i n • 

(3) I z i n "dimaksud pado oyat (2) posai i n i diberikan Gubernur Ke­
pala Daerah atau pejabat yang d i t u n j u k . 



• . ' : • :• B A B I I I 
0Î ATA GARA PERîaOHONAN DAN PENERI AN I ZT H 

, PENGELUARAN TERNAK, HASIL TERNAK, HASIL IKUTAN. TERNAK, 
MAKANAN TERNAK DAN PEMANFAATAN HOLDING GROUND 

• Pasal 3 
(T) Guna memperoleh'izin pengolucçran den' i z i n pemanfeatan Holding 

Ground, pemohon harus mengajuken permohonan secare t e r t u l i s -
kepala Gubernur Kepala Daerah Cq. Dines Peternakan dan mengi 
s i f o r r a u l i r yang d i l a m p i r i : 
1» Salinen akte pendirion baden hukum yeng disehken oleh pe-

3 ab at yeng berwenon#%. 
2. Nomor Pokok Wajib Bejak (NPYiP) /Surat Ketorangen F i s k e l Do,, 

erah (SKFD)j 
3. ,Surat I z i n Tempat Useha (§ITU),; 
4. Reforensi Bank ; 
5* Foto copy Surat I z i n Perdagengan Anter Pulau (SIPAP); 
6. Foto copy Angka Pengonal Eksport (APE) ; 
7. Telaahan te k n i s d a r i Dineg Peternakan, 

( 2 ) Bentuk f o r m u l i r sebagaimana, dimaksud pedo ayat ( l ) pesai i n i 
ditotapkan l e b i h l a n j u t dengan Keputusan Gubernur Kepala Dae 
rah. 

Pasal 4 
( 1 ) I z i n pengeluaran don i z i n pemanfaatan holding ground d i b e r i ­

kan kepada pemohon sotelah. momenuhi porsyereten sesuoi pa­
sa l 3 Peraturan Daerah i n i • 

(2) Permohonan yeng' t e l a h memenuhi syarat-syerat yeng ditetapkan 
dalam Peraturan Daerah i n i , mendapet jav/aban t e r t u l i s selam-
bat-lambatnye l ( s a t u ) minggu sotolah diteriraa permohonan. 

( 3 ) S.eteloh jangka waktu dimaksud oada ayet ( 2 ) pasal i n i t e r -
nyata belum ada ̂ awabon t e r t u l i s moka permohonan tersebut d i 
anggap* t e l a h d i s e t u j u i . 

W Peruohonan yang t i d a l ; nonqnuhi £3yarat-syarat pada pasal 3 
• ayat ( 1 ) Peraturan Daoreh i n i d i t o l a k seca-ra t e r t u l i s . 

(5) Torhadap pernohonrm yang rao^vroloh i z i n dikenakan pungutan 
leges se suai Peraturcoi yang borldcu. 



.Pesai 5 
O) I z i n sebagaimahe dimaksud pada pasal 2 Peraturan Daerah i n i 

t i d a k boleh dipindah tangonkan kepada orang dan atau badan 
hukum l a i n * 

(2) I z i n sebagaimana dimaksud pada pasal 2 Peraturan Daerah i n i 
hnnya berloku untuk satu k a l i . 

•• • D A D . . IV 
R E T R I B U S I 

Pasal 6 

( 1 ) Setiap i z i n penreeluaran, pemerikaoon T penimbangan dan i z i n 
p omenXnat an, Holding .Grortnd dikenakan re t r i b u s i * 

(2) Besarñya r e t r i b u s i atas i z i n sebagaimona dimaksud pada oyat 
( l ) pasál Üil adalaii sebaga* W i k u t : 
1 . Ternak besar perekor Rp. 4«000,-
2. Ternak k e c i l perekor ' - — — — — — — — Rp» 250,-
3. - Ternak besar bib i t perekor • — — — Rp. 5.000,-
4..Ternak k e c i l b i b i t perekor ------- — Rp. 1.000,-
5. Ünggas perekor ——.—*-.*«.-. Rp. 100,-
6. Döging perkilogram — — « — — ^ — — — < — R p . 35,-
7. Jeroan perkilogram • — — • — — : Rp. 20,-
3. Tanduk p e r k i l o g r a m ' — — — - — • — — . Rp. 10,-
9. Tulang perkilogram — — • j * p # i o . -
10. Dulu perkilogram — — — — Rp. 10,-
11. K u l i t - t e r n a k besar perkilogram — — Rp. 50,-
12. K u l i t ternak k e c i l perkilogram — : — — Rp. 50,-

¿H3» jïaktman t-ernak perton — — — — Rp. 750,-
(3) Besarnya r e t r i b u s i atas izin ;pemanfaatan holding ground 

rf)^ Rp. 1 5 0 , - perekor se.fctap .pongapalan« 
A4) Pengeluaran yang kurang d o r i 10 kg, dibeboskon d o r i ketentuan 

. oyat (2) pasal i n i . v ^ 1 ^ , 
?u^¿u^ **BA B V ** 

TATA CARA PEMUNQUTAH DAN PSNYET0RAN 
, Posai. 7 

(1) Pungutan r e t r i b u s i sebagaimana dimaksud pada posai 6 ayat (2) 
don (3),Peraturan Daerah i n i dilakukan pada saat pemberian -

. i z i n . 



(2) Pungutan r e t r i b u s i dilakukan oleh juru.pungut peda Pinas Pe-
•tcrnokon yang diengket dengon Keputusan Gubernur Kepola Dee 
r a h , s 

(3) Tate cere pemunguten den penyetoron, surat b u k t i tanda setor 
en dan bentuk k a r c i s ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Ke 
pale Doeroh • 

(4) H o s i l punguton climoksud-peda ayat ( 2 ) pesai i n i d i s e t o r se-
luruhnya ke Kas Daerah. 1 . 

Pesel 8 
( 1 ) Kepada j u r u pungut. diberileen uang perongsang sebes&r 5 % 

ma per son) d o r i h a s i l pungutan. 
(2) H a s i l pungutan yang dimaksud pedo posol 7 eyat (4) Peraturan 

Doeroh i n i setolah dikurangi uang perongsang dibagi sebagai-
be r i k u t : 
a. Untuk Daerah Tingkat I -~ 40^(empot puluh persen); 
b. Untuk Daerah Tingkat I-I — —— 60;Kenam puluh persen) 5 

3 A 13 V I 

PBMBINAAN 'DAN PENGAV7ASAN 
: Posai 9 

( 1 ) Pembinaan dan pengawasan terhadop pengeluaran, pemeriksoon, 
penimbongan don pemonfaotan holding ground dilakukan oleh 
Dinas Peternokan. 

(2) ^ombinaan den pengawasan yang dimaksud pada ayat (1) pesai 
i n i d i a t u r l e b i h l q n j u t dengan Keputusan Gubernur Kepula -
Daerah sesudo. d¿me;£n Peraturan Perundang^-undangan yang box 

I l c J c u * B A D V I I 
\ KETEHTUAK PIDANA 

Pesel 10 
( 1 ) Barang siepe melanggar ketontuan pada Pesai 3, 4,5 dan è Per 

aturan Daerah i n i diancara pidona kurungan selamo-lomonya 6 
( enam ) bulen atau derida sebanyak-benyaknya Rp» 50.000,-
( Lima puluh ribu. Rupiah ) . 

(2) Tindak Pidana dimaksud pada ayat (1) pesai i n i adalah pelang. 
* 'garan. 

B A I V i l i O O 0 O O Q 9 S o » e o o o * o e e e o o 



3 A B V i l i 
KETENTUAN PENYIDIKAN 

Pasci 11 
Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak Pi 
6ana penyidikan atas pelanggaron tindak pidanà tersebut pada 
•pagai 10 Peraturan Daerah.ini d/xpat juga dilakukan oloh Peja-
bat penyidik Pegawai- Negeri Sipìl ( PPNS ) d i Lingkungan Po -
merintahan Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai deng. 
an Perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 12 
Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik sebagaima-
na dimaksud dalam pasal 11 Peraturan Daerah i n i berwenang : 
a. Meneriraa laporan atau pengaduan d o r i seseorang tentang ada 

hya tindak pidona j 
b. Meìnkukan tindakan pertama pada saat i t u ditempat kejadian 

dan melakukan pemeriksoan ; 
c. Menyuruh berhenti seorang tersangka d a r i kegiatannya don 

memeriksa tanda pengenal d i r i tersangka j 
d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat ; 
e. Mengambil s i d i k J o r i dan memptret seseorang tersangka ; 
f . Memanggil orang uñtuk didengor dan diporiksa sebagai t e r -

sanglca atau saksi j 
g. Mendatangkan orang a l i l i yang diperlukan dalam Imbungannya 

dengan pemeriksaan perkara ; ; 
h. Henghentikan penyidikan sete|ah mendapat petunjuk d a r i Pe­

ny i d i k Umum bahwa t i d a k terdapat cukup b u k t i atau p e r i s t i w a 
tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya rae-
l a l u i Penyidik Umum memberit^hukan h a i tersebut kepada ?e~ 
nuntut Umum, tersangka atau Keluarganya ; 

i. Mengadakan tindakan l a i n yang' menurut hukum dapat diper -
tanggung jawabkan, 

BAJ3 IX 
KETENTUAN LAJN-IAIN 

Pasal 13 
Hai-hai l a i n yang belum d i a t u r dalam Peraturan Daerah i n i akan 
ditetapkan l e h i h l a n j u t dengan Keputusan Gubernur Kepala Pae-
rah seponjang menge&oi peloksanaannya. 



~ 9 ~ 

B A B X 

KETENTUAN PENUTUP 

Pas a l 14 

( 1 ) Dettgah berlakunya Peratur$n L/aerah i t i i ra&ka Peraturan Dâ . 
rah Propiasi DaeraJvIiiigkat I Nusa Ter^gara-Timur Nomor -
- 19 Tahua 1 9 8 3 tentahfi Pungutan. Vang atas Pohgeluaran Ter­
nane, h a s i l ternak.-dan has i l ikutan terhaic, yahg diundahg-* 
kan dal am Lembarah Daerah Propihsi Daerah Tingkat I Nusa 
Tanggara Timur Tahun 1 9 8 5 Nomor 2 3 A S e r i B die abut j 

(2).Peraturah Paerah mulai berlaku pada tahggal diundaAS 
kan dalam Lexabarah Daerah. 
Agar setiap orang dapat mengetahuinya* memerihtahkan-. -
peJiguiidahgah Peraturah Daerah i n i dehgah . penenpstannyra 

: dalam Lembarah Daerah, 

IAN R A K Y A I DAERAH 
JABRAH TINGICAT I 

TGCARA T I M U R . 

I U A , 

Disahkan oleh : 
. Mahtetfi Dalam Nageri : " * i 
• • * « • • • * l * A • f t ft••••••••« i 
tatiggal 

Kupahg. 24 Nopember 1 9 9 0 

GUBERNUR EEPALA DAERAH 
INGKAT I IWSJL-2EHGGARA T I M U R , 
• ••• ̂ "TsŜ ŝ 

. -DiuMangican dalam 
Lembarah Daerah Propihsi Daerah 
OJjiigkat ' I..Ntìéà Tafiggara;' Tióùr 
^ mor .;.t&ygél : ; • ; ; ; ; ; ; 

Sekretaris WilayaJh/Daerah, 

H I S A H K A N 

rat Jsnfleral r 

rn D a n O t o n o m i D a e r a h 

i m e x i a t a h a a D a e r a h 

&. D l a d j a d ; ) / I 



PENJELASAN 
ATAS 

PERATURAN DAERAH'PROLINSI 
DAERAH TINGKAI I NUSA TENGGARA TIMUR 

NOMOR 1Q TAHUN- Ç1990 
c • TENTANG 

RETRIBUSI ATiiS IZIN PENGSLÜARAN TERNAK, HAS IL TERNAK, 
HAS IL IKUTAN TERNAK, KAKANAN Ti-RNiJC DAN PEMANPAATAN 

HOLDING GROUND 

PENJB^^ AN__ UMUM ì 
Pombangunan Sub Sektor Peternaleon t e l a n cukup berkembang 

antera l a i n dengan diberikan pelayanan, kemudehan-kemudahan -
untuk borusoha dicamping dibangunnya berbegei sarane dm f a s i 
l i t a s petemakan. 

Untuk meningkatken pelayanan Dinas guna melestariken sum 
ber daya temale demi kelanjuten produksi petemakan dan untuk 
menjamin mutu temale yang merupoken sumb or pend epaten beg i pe 
t o n i temale den Doerch, disemping untuk menghindari berjang -
ki t n y a penyakit hewan d a r i satu daerah ke daerah yang l a i n 

yang dapat merugiken masyarakot peteni ternek meupun Pemorin-
teh Decreti, make dipendang per l u mengatur tonteng pengeluoron 
Temale, 'Hasil Ternak, H a s i l Ikutan Temali:, Mokanan Ternek dan 
Pemanfeaten Holding Ground dalam Pertauron Daerah Propinsi Da 
erah Tingkat I Nusa Tenggera Pimur tontang " Re t r i b u s i Atas 
I z i n Pengeluaran Temale, H a s i l Terao.k, H a s i l Ikutan Ternak,Ma 
kanan Tomek den Pemanf eat en Holding Ground. 

Dengan ditetapkan Pereturen Daerah i n i , dimaksudkan un­
tuk dapet meningkatkan komampuon Dinas dalam usaha pelayanan 
terhadap masyerakat petanì t ornale aobegei upaya peningkaton -
popuiesi dan pondapetan masyarpket petoni ternak, pendepaten 
Daerah dan melindungi k o l e s t e r i a n sumber daya tornóle d i Pròpin 
s i Daerah ' Tingkat I Nusa Tcnggara" Timur* yang merupnkan saloli 
satu potensi utama penghasilan. 

Oloh sebab i t u segala rongelurjren Ternak, H a s i l Ternak, 
H a s i l Ikutan Ternek, Hakanen Ternak, horus diperiksa oloh Petu 
gas Petemakan guna. menjamin mutu, j e n i s ternak maupun kesehe 
tannya disemping mengetahui kemampuon p r o d u k t i f i t a s n y a sebe -
gai ternak bib'it demi kepentingon daerah i n i maupun deereh t u 
óuen pengeluaran. Segale . 



Segala biaya pengeluaran dibebankan kepada pemilik/pedagang 
temok baik perorangon raaupun badan hukum yang mengeluarfcan t e r ­
nak, H a s i l Ternak, H a s i l Ikutan" Ternak,, Makanan Ternak don Peman 
faatan Holcling Ground dalam rangka peningkatan pelayanan Dinas 
terhadop mosyarakat petahi ternak; 
Punguton yang dilaksanokan i n i merupakan pendapatan bagi Daeroh 
yong peloksanaannya d i a t u r dalam pasal-posal Peraturan Daerah -
i n i . 

Pengaxvason tersebut juga bertujuon untuk meneegoh timbulnya 
penyakit hev/an yang kemungkinon dapat be r j a n g k i t okibat p.engelu-
oron ternak, h a s i l tornale, h a s i l ikutan ternak, dan makancui t e r 
nak yong dapat menimbulkon kerugion ;jikà t i d a k diawasi dengan 
saksoma. . 

Posai 1 yang dimaksudkan dengan daging dalam pasal i n i s e l a i n 
daging olahan,jugo daging beku, daging sei don -jeroan 

Pasal 2 : Cukup j e l a s . 
Pasa 3 : Persyaratan administrasi yang harus dilengkapi 

a. Badan Hukum : 
- Salina» akté pendirian yang disahkan olen Peja­

bot yang berwenang ; 
- Nomor Pokok Wo;jib Pajok (NPWp) ; 

Dogi perorangan yang bcium momiliki MPvVP diwa -
j i b k a n melcunpirkah Surat Keterangan F i s k a l Da.e 
rah ( SKPD ) . 

- Surat I z i n TempatUsaha (SITU) ; 
- Roforensi Dank.; 
- PotoQopy Surat I z i n Pordagongah Antar Pulou •-. 

v ( SIPAP ) ; 
x - Telaahan teknis d o r i Dinas Petornakan. 

Sedangkan bagi Dadan Hukum yang melakukan kegiot-
on Sksport keluar Hegeri, s e l a i n persyaratan ter-? 
sebut diatos diwojibkan pula ihelampirkan f o t o copy 
Surat Angka Pengenal Sksport (APE). 

b. Perorangon : 
- Nomor Pokok- frajib Poj ale (NPKP) ; 
,-• Surot I z i n Tempot Usano- (SITU) ; 
- Telaahan te k n i s d o r i Dinas Peternakon. 



Pasal 4 
*ïzi& pehgòluaran ternak D i b i t d d t e r t i b k o n ol e l i Menteri Pertanian 
atau Peijabct yang- ditunjjuk seaangkan penyebaran alokasi'selan^ut 
nya untuk setìap Kabupatéir ditetapkan Òleh Dinas Peternakan. 
I z i n pengeluaran temale pótong, h a s i l ternak, h a s i l ikutan ternak 
don makanan ternak diberikan olefe Dinas Peternakan. Persyaratan-
t e k n i s peternakan yang pe r l u diperhatikan berkaitan dengan penge 
luaran temale, h a s i l ternak, h a s i l ikutan-ternak dan nakanan t e r 
nak i a l a h : 
a. S api. D a l i b i b i t : 1. umur 2 - 3 taluni. 

2. t i n ^ g i pundak mckaimum 104- cm. 
3. j e n i s kelarain jantan atau betina yang 

V«. ^masih p r o d u k t i f . - 1 

4. berat badan ;jantan 150 - 225 kg 
5. berat badan bet ina 125 «* 150 kg. . 

b. Sapi Ongale b i b i t 1. umur 2 - 3 tahun. 
2. ti'ng/'i pundak maksimum 118 cm. 
3. dénis kelnmin jantan atau betina yang 

masih p r o d u k t i f . 
4. berat badan 3antan 175 - 250 kg 
5* bérat badan betina 150 - 175 kg. 

c. Kerbau b i b i t : 1. umuJc 2,•-. 3 tahun 
~ .2. t i n g g i pundak maksimum 127 -cm • 

3. j e n i s kolomin dont on atau betina yang 
masih p r o d u k t i f . 

/ ., 4, berat badan jontan 200 - 250 kg 
T 5 . berat badan betina 150 «*175 kg 

d. Kuda b i b i t : 1. umur 2 - 3 tahun . > 
. . ' „ .2. t i n g g i pundak maksimum 120 cm 

3. berat j^adan .j antan 125 ~ 150 kg 
4 . berat badan betina 11$ - 135 kg 
5. de*4*fc ^elarnin dantan .afÇau betirîfi ycyag 

' r \ . . - ' . . : : • masiK p r o d u k t i f . ,A; 
e. Kambing b i b i t : 1.yiamuio minimum' 1 - 114 tahun-, 

2.. j9n£e kelamin d^Jatan atau botino, yong 
masih produkt i f * v.w'.: • •• 

3» berat badan 10 « 15 kilogram'. . 

* f . Ternak 



f . Ternak Potong i 
' 1 , Sapi don. Kerb au ; berat badan minimum 225 kilogram kelamin 

jantan t u a / k e b i r i at au betina yang t i d a k 
p r o d u k t i f l a g i dan sehat. 

2. Kambing potong : 1 , umur 1% - 2 tahun. 
2. j e n i s kelamin jantan /kobiri.dan b e t i 

no non p r o d u k t i f . 
3» berat badan minimum 25 - 30 kilogram. 

g. Kuda boban : 1 . umur minimum 5 ;tahun 
2. t i n g g i pundok minimum 122 cm; 
3* berat badan minimum 175 kilogram. 

Pasal 5 s/d pagai 7 : Cukup j e l a s . 
Pasal 3 ayat ( 1 ) : Besarnya uang perangsong 5% (lima persen) 

dibagi atas : 
- 75 S untuk quru pungut ïingkat I I ; 
- 25 % untuk j u r u pungut ïingkat I» 

Pasal 9 s - Pembinoan p e r l u dilakukan terhadap orang 
/Badan Hukum untuk menjaga k e l e s t a r i a n 
suraber daya temale. 

, - Pengaw^eah terhadap pengeluaran ternok. 
yang majliputi jùnilah, j e n i s , mutu kese 
hatan,. jpersyaratan administras!, peraan 
faatan Holding Ground dan penetapan -
temp at-torn;,; at pe-ngcwasrji. 

Pasal 10 s/ 14 s Cukup j e l a s . 


